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KATA  PENGANTAR 
 
 

 Rencana Stratejik Departemen Perdagangan, 2004-2009 merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 yang disusun sebagai 

implementasi pelaksanaan kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan selama 

periode 2004-2009 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Departemen Perdagangan. 

Rencana Stratejik ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan 

stratejik baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh 

dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Departemen Perdagangan berperan 

dalam pertumbuhan ekonomi nasional, pengendalian inflasi, peningkatan penerimaan devisa 

dari ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan  pengembangan ekonomi regional. 

 Rencana Stratejik ini memuat visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor kunci keberhasilan, 

strategi kebijakan dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. 

Demikian pula indikator pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar 

bagi penilaian akutabilitas kinerja Departemen Perdagangan pada akhir tahun anggaran. 

 Demikian Rencana Strtejik ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepetingan dalam pembangunan perdagangan. 
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Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
 

SAMBUTAN 
 

 Dengan diterbitkannya Rencana Stratejik Departemen Perdagangan 2004-2009 yang 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, 

memebrikan arah kebijakan dan program bagi pelaksanaan pembangunan perdagangan. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasonal 2004-2009, dan Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah, Pejabat Eselon I dan Eselon II di ligkungan Departemen Perdagangan 

diwajibkan untuk menyusun Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja Tahunan pada masing-

masing unit kerja dengan berpedoman pada Rencana Stratejik Depatemen Perdagangan. 

Atas dasar pelaksanaan kinerja tahunan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen 

Perdagangan yang didukung oleh Laporan Akutabilitas Kinerja masing-masing unit Eselon 

I dan Eselon II, sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance). 

 Rencana Stratejik Departemen Perdagangan menjadi acuan bagi penyusunan 

Rencana Stratejik Daerah terutama bagi dinas-dinas di tingkat Pemerintah Daerah yang 

berkepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Demikian halnya, bagi 

dunia usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan perdagangan dengan memanfaatkan 

informasi yang terkandung dalam Rencana Stratejik Departemen Perdagangan. 
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Selama periode 1990-1996 perdagangan luar negeri Indonesia cenderung 

meningkat, namun di saat pertumbuhan ekspor sedang cukup baik 

Indonesia dilanda krisis ekonomi sebagai dampak krisis regional yang 

terjadi pada pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi regional tersebut 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekspor Indonesia. Pada 

tahun 1996 ekspor non migas Indonesia mencapai US$ 38,1 milyar, 

meningkat menjadi US$ 41,8 milyar pada tahun 1997, namun pada tahun 

1998 turun menjadi US$ 41,0 milyar dan terus menurun menjadi US$ 38,9 

milyar pada tahun 1999. Penurunan ekspor tersebut disebabkan oleh 

penurunan pemanfaatan kapasitas industri sebagai dampak kesulitan 

bahan baku dan permodalan, jatuhnya nilai tukar rupiah, turunnya 

permintaan dunia serta beralihnya pembeli ke negara lain. Demikian halnya 

komoditi migas menunjukkan kondisi yang sama, dimana nilai ekspor pada 

tahun 1996 mencapai  US$ 11,7 milyar turun menjadi US$ 7,9 milyar pada 

tahun 1998. Namun dengan makin membaiknya kondisi makro Indonesia 

dan perekonomian dunia, kinerja ekspor Indonesia pasca krisis 

menunjukkan kecenderungan meningkat menjadi US$ 62,5 milyar pada 

tahun 2003 yang terdiri dari ekspor non migas sebesar US$ 48,9 milyar 

dan ekspor migas mencapai US$ 13,6  milyar. Sementara nilai ekspor pada 

tahun 2004 telah mencapai US$ 69,7 milyar atau mengalami peningkatan 

sebesar 11,49 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor non 

migas dan migas pada tahun tersebut masing-masing meningkat 10,74 

persen dan 14,18 persen sehingga menjadi US$ 54,1 milyar dan US$ 15,6 

milyar. 

Krisis ekonomi ternyata berpengaruh juga terhadap kinerja impor. Pada 

tahun 1996 impor non migas Indonesia mencapai US$ 39,9 milyar 

kemudian turun menjadi  US$ 24,7 milyar pada tahun 1998.  Kinerja impor 

nonmigas menunjukkan kecenderungan meningkat kembali secara 

bertahap sehingga pada tahun 2003 impornya mencapai US$ 25,5 milyar. 

Hal yang sama terjadi pada impor migas yang mengalami penurunan dari  
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US$ 3,6 milyar pada tahun 1996 menjadi US$ 2,7 milyar pada tahun 1998, 

namun pada sepanjang pasca krisis meningkat kembali sehingga 

mencapai US$ 7,6 milyar pada tahun 2003. Selama tahun 2004, nilai impor 

tercatat sebesar US$ 46,2 milyar atau naik 39,58 persen bila dibandingkan 

tahun sebelumnya. Meningkatnya impor tersebut disebabkan oleh 

meningkatnya impor non migas dan migas masing-masing sebesar 35,74 

persen dan 52,36 persen sehingga mencapai US$ 34,6 milyar dan US$ 

11,6 milyar. 

Dengan kondisi seperti yang digambarkan di atas, Neraca Perdagangan 

non migas Indonesia pada tahun 1996 mengalami defisit sebesar US$ 1,2 

milyar, kemudian pada tahun 1998 mengalami surplus sebesar US$ 16,3 

milyar oleh karena besarnya penurunan impor. Surplus Neraca 

Perdagangan non migas tersebut pada pasca krisis semakin meningkat, 

sehingga mencapai angka US$ 23,4 milyar pada tahun 2003. Berbeda 

halnya dengan Neraca Perdagangan migas selalu menunjukkan surplus 

yaitu sebesar US$ 8,1 milyar pada tahun 1996, kemudian turun menjadi 

US$ 5,2 milyar pada tahun 1998, dan pada pasca krisis berfluktuasi dan 

mencapai angka sebesar US$ 6,0 milyar pada tahun 2003. Sedangkan, 

surplus Neraca Perdagangan pada tahun 2004 mengalami penurunan 

20,06 persen dibandingkan tahun 2003 sehingga nilainya menjadi US$ 

23,5 milyar. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya surplus Neraca 

Perdagangan baik non migas maupun migas masing-masing sebesar 

16,43 persen dan 34,19 persen sehingga nilainya menjadi US$ 19,6 milyar 

dan US$ 3,9 milyar. 

8. Posisi Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia dibanding 
dengan beberapa negara di Dunia 

Posisi Indonesia dalam perdagangan internasional masih di bawah 

Malaysia dan Thailand. Sebagai negara pengekspor, posisi Indonesia 

berada pada peringkat ke 26 atau berada satu tingkat di atas India. 

Dampak krisis ekonomi telah menyebabkan menurunnya pangsa ekspor 
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Indonesia terhadap total ekspor dunia dimana pada tahun 1996 sebesar 

0,93 persen kemudian menurun menjadi 0,90 persen pada tahun 1998. 

Sedangkan pada tahun 2001 pangsanya kembali meningkat menjadi 0,92 

persen, dan pada tahun 2003 ternyata turun kembali menjadi 0,84 persen.  

Sementara itu Malaysia berada pada peringkat ke 17 dengan pangsa 

sebesar 1,33 persen pada tahun 2003 dan Thailand pada peringkat ke 21 

dengan pangsa sebesar 1,08 persen.  

Pada tahun 1996 pangsa impor Indonesia mencapai 0,79 persen dari total 

Dunia  kemudian turun menjadi 0,49 persen pada tahun 1998. Penurunan 

ini disebabkan mahalnya bahan baku sebagai akibat melemahnya nilai 

tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, sejalan 

dengan membaiknya perekonomian nasional, pangsa  impor Indonesia 

terhadap total impor dunia menunjukkan peningkatan menjadi 0,54 persen 

pada tahun 2003. Posisi Neraca Perdagangan Indonesia dibandingkan 

dengan beberapa negara lainnya masih relatif baik, dimana selama  

periode 1996-2003 selalu menunjukkan surplus. Pada tahun 1996 

(sebelum krisis) surplus Neraca Perdagangan mencapai US$ 6,9 milyar 

kemudian meningkat menjadi US$ 21,5 milyar pada tahun 1998. 

Selanjutnya pada tahun 2003 menurun menjadi US$ 20,9 milyar. 

Sementara itu, Neraca Perdagangan Malaysia dan Thailand pada tahun 

2003 menunjukkan surplus masing-masing sebesar US$ 17,4 milyar dan 

US$ 4,7 milyar. Dari sisi Neraca Perdagangan, Indonesia lebih baik dari 

pada Malaysia. 

9. Posisi Indonesia Dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

Dalam perdagangan intra ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Singapura, 

Brunei Darussalam, Thailand, Philipina) selama periode tahun 2002-2003 

nilai ekspor intra ASEAN tumbuh sebesar 13,47 persen dan impor 1,97 

persen. Dalam posisi ini Indonesia, Malaysia dan Philipina memperoleh 

surplus neraca perdagangan, sementara Singapura dan Thailand 

mengalami defisit. Indonesia menempati peringkat ke empat dalam 
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perdagangan intra ASEAN  nilai  ekspor  sebesar US$ 10,7 milyar, 

sementara impornya mencapai US$ 8,0 milyar.  

Posisi Indonesia untuk produk Common Effective Preferential Tariff 

Scheme dalam AFTA (CEPT-AFTA) dapat digambarkan sebagi berikut : 

(1). Untuk produk yang masuk Inclusian List (IL) sebanyak 11.028  tarif 

post; (2) Untuk produk yang masuk dalam Temporary Exclusion List 

(TEL) tidak ada karena sudah dimasukkan dalam IL tahun 2002; (3) Produk 

yang masuk dalam General Exception (GE) sebanyak 100 tarif post; dan 

(4) Untuk produk yang masuk ke dalam High Sensitive List (HSL) 

sebanyak 25 tarif post yang terdiri dari 19 tarif post produk beras dan 6 tarif 

post produk gula. 

Selama pelaksanaan AFTA tahun 2003, kinerja perdagangan intra ASEAN 

tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 

perdagangan intra ASEAN selama tahun 2002, bahkan pangsa total 

perdagangan  intra ASEAN mengalami penurunan dari 22,10 persen pada 

tahun 2002 menjadi 21,63 persen pada tahun 2003. Hal ini berarti peran 

AFTA untuk mengembangkan perdagangan intra ASEAN masih perlu 

ditingkatkan, meskipun demikian nilai total perdagangan intra ASEAN 

meningkat dari US$ 155.5 milyar pada tahun 2002 menjadi US$ 168,4 

milyar pada tahun 2003. Sementara total perdagangan ASEAN dengan 

negara mitra dagang di seluruh dunia meningkat dari US$ 703,8 milyar 

pada tahun 2002 menjadi US$ 778,4 milyar tahun 2003. 

Dampak implementasi AFTA selama tahun 2003 terhadap kinerja ekspor 

Indonesia ke negara ASEAN mengalami peningkatan kecuali ekspor ke 

Brunai Darussalam dengan penurunan 5,4 persen dibandingkan tahun 

2002. Sedangkan nilai ekspor Indonesia ke empat negara ASEAN 

(Singapura, Thailand, Malaysia dan Philipina) seluruhnya mengalami 

peningkatan berkisar antara 1,82 persen sampai dengan 20,72 persen.  
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Dampak implementasi AFTA selama tahun 2003 terhadap kinerja impor ke 

negara ASEAN mengalami peningkatan kecuali impor Indonesia dari 

Singapura menurun sebesar 10,25 persen pada tahun 2003 dibandingkan 

tahun 2002. Sedangkan impor Indonesia dari empat negara ASEAN lainnya 

(Brunai Darussalam, Malaysia, Philipina dan Thailand) seluruhnya 

mengalami peningkatan dengan peningkatan impor terendah dari Malaysia 

sebesar 0,38 persen sedangkan tertinggi dari Brunai Darussalam sebesar 

131,25 persen. Namun demikian dilihat dari pangsa impornya, maka 

pangsa impor Indonesia di antara  tiga negara ASEAN (Brunai Darussalam, 

Philipina dan Thailand) mengalami peningkatan, sedangkan pangsa ekspor 

dari dua negara ASEAN lainnya (Malaysia dan Singapura) mengalami   

penurunan. 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), Neraca Perdagangan 

Indonesia dengan ASEAN-6 selalu mengalami surplus bagi Indonesia 

selama periode 1999-2003. Surplus tertinggi tercapai pada tahun 2000 

sebesar US$ 4,2 milyar, dimana Singapura menempati urutan terbesar 

yakni sekitar 64,3 persen dari total surplus perdagangan Indonesia dengan 

ASEAN-6. Namun demikian kecenderungan surplus perdagangan selama 

lima tahun terakhir menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 8,32 persen 

per tahun. 

Untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan intra ASEAN-10 dan 

mengantisipasi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN selambat-

lambatnya tahun 2020 telah disepakati mempercepat integrasi ekonomi 11 

sektor prioritas antara lain Indonesia menjadi koordinator sektor otomotif 

dan produk kayu.  

 

C. PERMASALAHAN 

Secara umum, pengembangan sektor perdagangan sangat bergantung 

pada upaya untuk mengurangi kendala yang menghambat kinerja 
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perdagangan. Adapun yang menghambat kinerja perdagangan  pada saat 

ini terutama antara lain adalah : 

1. Tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh dunia usaha 

secara langsung menurunkan daya saing produk ekspor. Banyak faktor 

penyebab yang antara lain adalah : masih maraknya korupsi dan 

penyalahgunaan wewenang; belum terjaminnya keamanan berusaha; 

lemahnya penegakan hukum; tumpang tindihnya antara peraturan 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal lain yang 

mempengaruhi daya saing adalah rendahnya efisiensi kepabeanan dan 

kepelabuhan.  

2. Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional yang kurang 

mendukung peningkatan daya saing ekspor. Dewasa ini jaringan koleksi 

dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak 

mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan 

di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya 

berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat 

penyelenggaraan otonomi. Masalah ini menyebabkan berkurangnya 

daya saing produk dalam negeri untuk dimanfaatkan sebagai bahan 

antara (intermediate goods) karena kalah bersaing dengan produk impor 

sejenis dan berkurangnya daya saing produk yang langsung di ekspor. 

Masalah ini juga menyebabkan berkurangnya atau bahkan terbatasnya 

pilihan pemasaran para produsen ke dalam jaringan pasar dalam negeri 

yang dampaknya lebih jauh adalah kelesuan untuk peningkatan volume 

produksinya. Perbaikan dalam sistem jaringan koleksi dan distribusi 

nasional, selain bermanfaat untuk peningkatan daya saing produk 

ekspor, juga akan meningkatkan ketahanan ekonomi karena mendorong 

integrasi komponen-komponen produksi dalam negeri yang terkait. 

Lebih jauh lagi, perbaikan sistem akan memiliki kehandalan di dalam 

mendorong perwujudan stabilitas harga serta bermanfaat untuk 

pengamatan dini (early warning system), misalnya terhadap 
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kemungkinan serbuan produk-produk impor tertentu, gangguan 

terhadap pasokan dan distribusi barang. 

3. Meningkatnya nilai tukar riil efektif Rupiah. Nilai tukar rupiah secara 

nominal memang mengalami depresiasi bila dibandingkan pada masa 

sebelum krisis (tahun 1997), namun nilai tukar efektif riilnya mengalami 

penguatan sebesar 80 persen dibandingkan pada masa sebelum krisis. 

Penguatan tersebut terutama terjadi pada tahun 2002 dimana terjadi 

penguatan sebesar 21 persen. Nilai tukar efektif riil dibentuk oleh dua 

komponen yaitu nilai tukar nominal dan rasio harga relatif antara harga 

domestik dengan harga di negara mitra dagang. Meningkatnya nilai 

tukar efektif riil rupiah membuat produk ekspor Indonesia menjadi lebih 

mahal (kurang kompetitif) dibandingkan dengan produk yang sama dari 

negara pesaing. 

4. Penurunan Investasi. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan ekspor 

non migas adalah terjadinya penurunan investasi pada masa sesudah 

krisis terutama sejak tahun 2000 baik dalam nilai maupun jumlah 

proyek. Daya saing dan iklim investasi di Indonesia tidak pernah 

menduduki posisi yang baik dalam peringkat dunia. Menurut laporan 

World Economic Forum, daya saing Indonesia menduduki peringkat ke 

60 dari 90 negara, jauh dibawah posisi Malaysia (26), Thailand (31), 

RRC (46), namun masih diatas Philipina (64). Penurunan tersebut 

terutama disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi makro ekonomi, 

ketidakpastian kebijakan, serta KKN. Kestabilan kondisi makro ekonomi 

merupakan hal yang paling pokok dalam meningkatkan investasi. 

5. Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur.  Masalah 

infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab turunnya ekspor 

Indonesia. Keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur seperti 

jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik dan telepon merupakan 

faktor utama penyebab tingginya biaya ekspor. Rendahnya kualitas 

infrastruktur pelabuhan di Indonesia mengakibatkan sebagian 
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pengapalan kontainer dari Indonesia dilakukan melalui Singapura dan 

Malaysia. Hal ini disebabkan tingkat efisiensi pelabuhan di Indonesia 

relatif rendah.. 

6. Belum memadainya perangkat hukum di sektor perdagangan. 

Infrastruktur non fisik berupa perangkat hukum sektor perdagangan 

belum sepenuhnya menunjang pengembangan sektor perdagangan 

seperti belum diterbitkannya Undang-Undang Perdagangan dan 

Undang-Undang Sistem Resi Gudang, serta peraturan perundang-

undangan lain di sektor perdagangan, mengakibatkan masih terdapat 

tumpang tindihnya peraturan antara pusat–daerah dan antar sektor 

Oleh karena itu, permasalahan yang mendasar tersebut di atas perlu 

diatasi secara komprehensif dengan berbagai instansi terkait. 

 

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian 

Negara Republik Indonesia, maka Departemen Perdagangan mempunyai 

tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Departemen Perdagangan 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan 

teknis di bidang perdagangan; 

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang  tugasnya; 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 
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5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang 

tugas dan fungsinya kepada Presiden. 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, 

maka Departemen Perdagangan mempunyai kewenangan sebagai berikut : 

1. Penetapan kebijakan di bidang perdagangan untuk mendukung 

pembangunan secara makro; 

2. Penetapan pedoman untuk menentukan standar  pelayanan minimal yang 

wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang perdagangan; 

3. Penyusunan rencana nasional secara makro di  bidang perdagangan; 

4. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi 

tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang perdagangan; 

5. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang 

meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi 

di bidang perdagangan; 

6. Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di 

bidang perdagangan; 

7. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang 

disahkan atas nama negara di bidang perdagangan; 

8. Penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidang perdagangan; 

9. Pengaturan ekspor impor; 

10. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang perdagangan; 

11. Penetapan persyaratan kualifikasi dan pengaturan usaha jasa di bidang 

perdagangan; 

12. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang perdagangan; 

13. Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidang perdagangan; 
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14. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : 

a. Pengaturan persaingan usaha, penetapan standar pendaftaran 

perusahaan, lalu lintas barang dan jasa dalam negeri, fasilitasi 

pengembangan wilayah perdagangan serta pengkajian untuk 

mendukung perumusan kebijakan di bidang perdagangan; 

b. Penetapan kebijakan pelancaran, pembinaan dan pengembangan, serta 

pengawasan perdagangan berjangka komoditi; 

c. Penetapan kebijakan, pedoman dan koordinasi penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, pedoman pengembangan sistem 

pergudangan, serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan 

di bidang perdagangan; 

d. Pelancaran dan koordinasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok, 

penetapan pedoman pengaturan lembaga perdagangan, sarana dagang 

dan keagenan, serta pengkajian untuk mendukung perumusan 

kebijakan di bidang perdagangan; 

e. Pengaturan, penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pengkajian 

kemetrologian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidang 

perdagangan; 

f. Penetapan kebijakan dan koordinasi pengembangan ekspor non-migas. 
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BAB  II 

VISI,  MISI  DAN NILAI-NILAI 

 

A. VISI 

Arah dan apa  yang ingin dicapai oleh suatu unit organisasi pada 

prinsipnya dapat terlihat dari visi dan misi unit yang akan dilaksanakan. Visi 

adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang realistik 

berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu 

oleh unit organisasi.  Di samping itu visi menggambarkan pandangan jauh ke 

depan kemana unit kerja akan dibawa pada kondisi yang diinginkan. Visi harus 

jelas dan mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang, menciptakan 

makna bagi kehidupan anggota unit kerja/organisasi, menciptakan standar 

keunggulan, menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan.  

Dalam merumuskan visi organisasi hendaknya meliputi aspek-aspek, 

yaitu: mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh unit kerja/organisasi; 

memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi perekat dan 

menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam unit 

kerja/organisasi; memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap 

jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan unit 

kerja/organisasi; serta menjamin kesinambungan kepemimpinan unit 

kerja/organisasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menentukan 

cita-cita dan citra yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan  panjang,  

Departemen Perdagangan menetapkan visi tahun 2004-2009 yaitu  sebagai 

berikut : 

”Terwujudnya sektor perdagangan sebagai penggerak utama 
peningkatan daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia”. 
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B. MISI 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit 

kerja untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan kerja unit kerja 

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi ini, 

diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak yang berkepentingan dapat 

mengenal peran unit kerja secara lebih baik, dan dapat berpartisipasi dalam 

mendorong keberhasilannya. Dalam merumuskan misi, unit kerja/organisasi 

telah memperhatikan masukan dari para pihak yang berkepentingan dan 

memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan 

perkembangan lingkungan strategis. 

Sementara itu, dalam rangka memperkuat daya saing global, 

pembangunan sektor perdagangan perlu diarahkan untuk menciptakan sistem 

perdagangan dalam negeri yang kuat dan efisien yang terintegrasi dengan 

pasar global yang mampu meningkatkan daya saing produk nasional yang 

berkualitas internasional  pada fora perdagangan global. Untuk itu, cita-cita 

yang ingin dicapai baik dalam jangka menengah dan panjang adalah 

mewujudkan visi yang memberikan arahan membangun sektor perdagangan 

yang mampu menjawab tantangan globalisasi ekonomi  serta mampu 

mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan yang cepat. 

Persaingan global  merupakan  perspektif baru bagi semua negara, sehingga 

fokus dari strategi pembangunan industri dan perdagangan dimasa depan 

adalah membangun daya saing yang berkelanjutan di pasar global. 

Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan dilakukan 

optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki bangsa 

serta kemampuan untuk memanfaatkan  peluang-peluang yang ada di luar 

maupun di dalam negeri. Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada 

bagaimana menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber 

daya produktif dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar. 

Di dalam proses mewujudkan visi, Departemen  Perdagangan mengemban 

misi yaitu: 

 17



1 Meningkatkan kelancaran distribusi, penggunaan produk dalam 
negeri, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 

2 Memaksimumkan keuntungan daya saing bangsa Indonesia dari 
perdagangan global 

3 Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan good governance 

4 Meningkatkan peran penelitian dan pengembangan, dan proses 
konsultasi publik dalam pengambilan keputusan di sektor 
perdagangan 

 

C. NILAI-NILAI 

Nilai-nilai yang  dianut terdiri dari profesionalitas, kreativitas dan integritas 

merupakan ukuran yang mengandung kebenaran dan kebaikan mengenai 

keyakinan dan perilaku organisasi seluruh unit kerja di lingkungan Departemen 

Perdagangan. Nilai-nilai yang  dianut tersebut digunakan sebagai budaya kerja 

dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan misi serta upaya 

pencapaian  visi. 
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BAB    III 

ANALISIS  LINGKUNGAN  STRATEJIK 
 

Rencana Stratejik  Departemen Perdagangan berdimensi  masa depan, 

namun bertumpu dari kondisi masa sekarang. Dalam upaya mewujudkan  tujuan 

yang akan dicapai secara bertahap dilakukan evaluasi  terhadap dimensi 

internal dan eksternal  guna  mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan 

hambatan/ancaman. Analisis  yang dilakukan  terhadap perkembangan  

lingkungan  internal dan eksternal akan diperoleh berbagai pilihan faktor-faktor 

kunci keberhasilan guna  mewujudkan  visi.  

Sektor perdagangan di masa mendatang diharapkan mampu 

mengakomodasikan aspirasi dan harapan rakyat banyak. Namun demikian, 

pembangunan sektor tersebut tidak terlepas dari pengaruh persaingan dan 

pasang surutnya kondisi perekonomian global. Dengan mengantisipasi keadaan 

lingkungan stratejik maka sektor perdagangan diharapkan juga mampu 

mempertahankan eksistensinya dan tumbuh di lingkungan iklim persaingan 

ekonomi global yang semakin tajam. 

Dalam memanfaatkan secara optimal potensi modal dasar dalam negeri 

yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi dan posisi 

geografi, sarana dan prasarana, teknologi, otonomi daerah, akan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat ke tingkat yang lebih tinggi yang pada gilirannya akan 

meningkatkan ketahanan ekonomi bangsa. Potensi modal dasar dalam negeri 

tersebut merupakan bentuk keunggulan komparatif.  Pada era global ini, 

perekonomian nasional terus mengalami perubahan yang dinamis yang 

dipengaruhi oleh isu-isu liberalisasi.  Dengan demikian rencana stratejik 

Departemen Perdagangan senantiasa mempertimbangkan baik faktor internal 

maupun eksternal. 
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A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL  

Dalam menyusun kebijakan di  bidang ekonomi yang terpenting 

adalah bagaimana mengkombinasikan antara seluruh asset nasional 

termasuk sumber daya alam dan manusia yang di kemas kedalam suatu 

perencanaan, sehingga mampu membuat suatu negara berproduksi dan 

memiliki daya saing di pasar internasional. Potensi modal dasar dalam 

negeri tersebut di atas memang bukan merupakan elemen yang statis di 

dalam suatu masyarakat, karena terus akan bergerak melalui campur tangan 

manusia. Dalam menganalisis faktor-faktor internal yang dapat 

mempengaruhi kinerja Departemen Perdagangan dapat dicermati dari aspek 

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Dari aspek kekuatan, 

dalam melaksanakan pembangunan perdagangan pada saat ini baru 

dilengkapi dengan Undang-Undang  No. 7  tahun 1994 tentang Pengesahan 

Agreement Establishing the WTO, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka   Komoditi, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 5 tahun 

1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. 

Disamping itu dimiliki pula peraturan perundangan yang berkaitan dengan 

keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor perdagangan 

yang dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam rangka 

penegakan hukum perdagangan yang adil.Peraturan lainnya berkaitan 

dengan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang dapat mengamankan 

pasar ekspor Indonesia terhadap perlakuan tidak adil (dumping) dan Komite 

Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang dapat melindungi pasar 

dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dari barang impor. 

Departemen Perdagangan mempunyai jejaring kerja dengan lembaga 

donor yang dapat meningkatkan antara lain capacity building dan 

pembangunan sistem di sektor perdagangan dan mempunyai sejumlah 

kantor perwakilan di luar negeri, serta menjadi koordinator kegiatan promosi 
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ekspor di Dalam Negeri dan Luar Negeri berdasarkan konvensi dan diakui 

oleh dunia usaha dan instansi terkait.  

Aspek  kelemahan, menunjukkan berbagai kelemahan yang dihadapi 

sektor perdagangan ditandai dengan belum memiliki perangkat dasar 

peraturan dalam bentuk Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang 

Sistem Resi Gudang serta peraturan perundangan-undangan lainnya antara 

lain yang berkaitan dengan pemberian insentif dan fasilitasi UKM. Dilihat dari 

sisi komposisi dan kualifikasi pendidikan aparatur di beberapa strata belum 

seimbang dan belum sesuai. Sementara pola pembinaan dan 

pengembangan karier belum jelas dan belum diterapkan analisis jabatan. 

Adapun sumber daya aparatur perdagangan sebagian besar sudah melebihi 

usia 40 tahun dan tidak terdistribusi secara proporsional.Sarana dan 

prasarana terbatas dan perkantoran belum terpusat. Sementara sistem 

kesejahteraan bagi pegawai Departemen Perdagangan belum memadai. 

Tidak adanya instansi vertikal di daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan 

Otonomi Daerah mengakibatkan Program Sektor Perdagangan di daerah 

kurang berjalan secara optimal ditandai dengan tumpang tindihnya kebijakan 

pusat dan daerah. Dari aspek pengawasan masih perlu ditingkatkan kualitas 

dan kuantitas auditor serta kinerja instansi guna meningkatkan kinerja dan 

transparansi auditan (obyek yang diperiksa) sehingga menunjang 

tercapainya tujuan rencana stratejik serta terwujudnya good governance.  

 

B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL. 

Dalam menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

kinerja Departemen Perdagangan dapat dicermati dari aspek peluang 
(opportunities) dan aspek hambatan/ancaman (threats). Dari aspek 

peluang, menunjukkan bahwa letak Indonesia menempati posisi  geostratejik 

dalam perdagangan dunia sehingga memberikan peluang untuk 
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meningkatkan akses pasar untuk barang ekspor Indonesia di pasar global. 

Kekayaan dari sumber daya alam (SDA) berupa hutan produksi,  sumber 

daya mineral dan kelautan memberi peluang menjadi negara industri 

penghasil utama produk berbasis SDA. Lahan pertanian yang ditunjang 

dengan iklim tropis memungkinkan  kontinuitas pasokan komoditi. Dengan 

berlimpahnya SDA akan mengundang peran serta Penanaman Modal Asing 

(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam meningkatkan 

investasi yang mengolah menjadi produk bernilai tambah tinggi dan 

didukung oleh jumlah penduduk sebagai pasar potensial. Sektor 

perdagangan berperan untuk menampung kegiatan usaha sekaligus 

meningkatkan profesionalitas UKM sehingga mempunyai kemampuan 

melakukan kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar. 

Perkembangan Teknologi Informasi yang cepat dan akurat dalam 

mendukung percepatan arus informasi perdagangan akan berdampak ganda 

(multiplier effect) bagi dunia usaha. Meningkatnya kesadaran nilai-nilai 

universal yang cenderung menjadi isu baru non perdagangan (non trade 

concern). Demikian pula pergeseran dari “export led” kepada “consumer 

driven”, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kebijakan di sektor 

perdagangan.Dari aspek hambatan/ancaman, sektor perdagangan 

menghadapi lemahnya kerjasama terutama di sektor produksi, transportasi 

dan jasa. Selain itu  dukungan dari instansi terkait masih belum harmonis,  

kebijakan Pusat dengan Daerah dan antar sektor yang tumpang tindih 

berakibat  kurangnya kepastian untuk berusaha  sehingga berdampak pada  

rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Paradigma otonomi daerah menjadi faktor signifikan  yang harus 

dipertimbangkan dalam menyusun suatu kebijakan. Pemberian otonomi ke 

daerah yang pada dasarnya memberikan kesempatan bagi daerah untuk 

mengoptimalisasikan pengelolaan potensi daerah guna peningkatan 

pembangunan daerah, dalam pelaksanaannya justru berpotensi 
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meningkatnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat pertumbuhan 

ekonomi khususnya sektor perdagangan dalam hal kelancaran arus barang. 

Hal ini terjadi karena Pemda setempat cenderung terlalu berorientasi pada 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memperhitungkan daya 

tarik untuk investasi dan daya saing produk-produk potensial daerah yang 

bersangkutan di pasar domestik maupun global.  

Oleh karena itu, dalam menganalisa daya saing yang dimiliki suatu 

negara, berbagai faktor lingkungan yang meliputi kekayaan alam, tenaga 

kerja, teknologi, infra struktur fisik dan non fisik, modal fisik serta elemen 

yang dinamis seperti pelaksanaan otonomi daerah dan kemampuan ekonomi 

jadi sangat penting artinya dan sangat diperlukan untuk melengkapi 

penilaian daya saing Indonesia secara menyeluruh.  

Lingkungan eksternal yang berkembang secara cepat dapat 

berdampak positif dengan terciptanya berbagai peluang pasar, tetapi dapat 

juga berdampak negatif dengan munculnya berbagai tantangan/ancaman. 

Oleh karena itu dalam melakukan identifikasi peluang dan ancaman bagi 

Indonesia dikaitkan dengan  kecenderungan bisnis global yang berlangsung 

sampai saat ini. Kecenderungan bisnis global menunjukkan beberapa hal 

seperti keterkaitan secara global; munculnya proteksionisme; liberalisasi 

perdagangan dan blok prdagangan; transnasionalisasi (perusahaan-

perusahaan multinasional/ MNCs) informasi; perkembangan Teknologi 

Informasi yang cepat; meningkatnya kesadaran akan nilai universal; serta 

munculnya issu baru non- perdagangan. 

Keterkaitan secara global baik dalam aspek produksi, keuangan, 

pemasaran, dan aspek lainnya dalam berbisnis secara global saat ini akan 

memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kelangsungan bisnis dalam 

negeri. Munculnya proteksionisme terutama yang dilakukan oleh negara-

negara maju menjadi ancaman bagi Indonesia dalam hal akses pasar produk 

ekspor ke negara-negara tersebut. Sedangkan liberalisasi perdagangan dan 
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pembentukan blok perdagangan yang terus berlangsung saat ini akan 

menciptakan peluang dan sekaligus ancaman bagi Indonesia dalam upaya 

peningkatan perdagangan luar negeri. Di satu sisi liberalisasi perdagangan 

di dunia meningkatkan peluang pasar di luar negeri bagi barang ekspor 

Indonesia, namun di sisi lain juga meningkatkan akses pasar produk impor 

kepasaran dalam negeri karena Indonesia membutuhkan barang atau bahan 

baku yang tidak diproduksi di dalam negeri. Di samping itu kecenderungan 

perkembangan liberalisasi perdagangan harus diamati secara proporsional, 

sehingga tidak merugikan kepentingan Indonesia. 

Sementara itu, pembentukan blok perekonomian yang terus 

berlangsung sampai saat ini akan mempengaruhi upaya peningkatan 

perdagangan luar negeri. Dampak positif yang diperoleh apabila suatu 

negara menjadi anggota blok perekonomian adalah kemudahan akses dan 

penetrasi pasar, berkurangnya hambatan perdagangan dan investasi serta 

menguatnya posisi tawar ekonomi dalam menarik mitra dagang dan 

investasi asing. Di sisi lain, dampak negatif yang dihadapi oleh suatu negara 

yang tidak menjadi anggota adalah adanya hambatan akses pasar karena 

negara anggota blok perekonomian yang selama ini melakukan hubungan   

dagang dengan negara di luar anggota akan mengalihkan permintaan 

barang dan jasa ke negara sesama anggota blok perekonomian. Sebagai 

akibatnya industri nasional yang kurang efsien akan terancam kelangsungan 

hidupnya karena kurang mampu bersaing. Untuk itu, setiap negara harus 

dapat menciptakan tingkat efisiensi yang paling optimal, sehingga 

mempunyai daya saing yang tinggi di pasar global.  

Terciptanya peluang dan ancaman dari kecenderungan bisnis global 

yang berlangsung saat ini juga dapat timbul dari adanya transnasionalisasi 

informasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa informasi skala 

global baik melalui investasi langsung maupun melalui proses akuisisi 

terhadap perusahaan-perusahaan nasional yang ada di negara yang 
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menjadi target investasi perusahaan informasi skala global. Disamping itu, 

perkembangan teknologi Informasi yang cepat telah menciptakan sistem 

atau pola perdagangan modern yang berbasis jaringan elektronik. Hal ini 

memungkinkan perusahaan dapat melakukan aktivitas usahanya secara 

lebih efisien tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun demikian, di 

Indonesia implementasi sistem tersebut masih banyak menghadapi kendala 

karena belum didukung oleh sarana dan prasarana baik fisik maupun non 

fisik termasuk perangkat hukum yang memadai.  Oleh karena itu, yang perlu 

dilakukan adalah menyediakan sarana dan prasarana serta perangkat 

hukum yang dapat mengantisipsasi perkembangan teknologi Informasi yang 

cepat. 

Selanjutnya, meningkatnya nilai-nilai universal sebagai dampak 

adanya globalisasi juga telah mempengaruhi nilai-nilai dan budaya nasional 

yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Berkembangnya nilai-nilai 

universal ini telah merubah perilaku masyarakat di sebagian negara sedang 

berkembang. Fenomena tersebut antara lain dapat terlihat dari mental 

konsumen yang cenderung lebih menyukai produk impor karena alasan 

mutu, disain dan harga. Meningkatnya nilai-nilai universal ini juga dapat 

menciptakan peluang dan sekaligus ancaman bagi berkembangnya sektor 

perdagangan nasional sebagai bagian dari bisnis global. 

Berkembangnya isu-isu baru non-perdagangan seperti bioterorisme, 

keamanan pangan, lingkungan, perburuhan dan lain-lain juga menjadi 

ancaman serius bagi sektor perdagangan khususnya dalam hal akses pasar 

produk ekspor. Khusus kaitannya dengan terorisme, hal ini berdampak 

negatif kepada investasi atau iklim usaha diberbagai negara, sehingga 

mengganggu perkembangan ekonomi dunia secara keseluruhan termasuk 

Indonesia. Dampak yang dirasakan antara lain adalah meningkatnya premi 

asuransi untuk industri dan transportasi, meningkatnya berbagai biaya 

pengamanan, serta menurunnya volume perdagangan dunia, yang 
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kesemuanya berujung pada meningkatnya biaya industri di berbagai belahan 

dunia. Meskipun demikian, munculnya isu-isu perdagangan tersebut  juga 

dapat menjadi peluang bagi Indonesia sepanjang kita mampu menyesuaikan 

diri dengan berbagai aturan yang dikaitkan dengan isu non perdagangan 

tersebut. 

Munculnya raksasa ekonomi baru seperti Republik Rakyat Cina 

(RRC), di satu sisi merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas 

serta menganekaragamkan tujuan ekspor. Di sisi lain munculnya raksasa 

ekonomi baru juga merupakan ancaman bagi produk domestik, karena di era 

liberalisasi ekonomi ini produk yang mempunyai daya saing tinggi akan 

mudah masuk ke pasar dalam negeri Indonesia. Selanjutnya, munculnya 

negara-negara dengan perekonomian yang bertumpu pada ekspor 

berkembang pesat seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand  merupakan 

tekanan terhadap produk domestik, baik di pasar internasional maupun di 

pasar domestik. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan bagaimana dan 

sejauhmana peluang dan ancaman tersebut di atas mempengaruhi sektor 

perdagangan Indonesia. 

 

C. FAKTOR-FAKTOR  KUNCI KEBERHASILAN 

Dalam rangka penyusunan suatu perencanaan stratejik diperlukan 

pemilihan strategi  yang optimal bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi. 

Dari berbagai analisis lingkungan  diperoleh suatu  pilihan strategi yang akan 

mendukung keberhasilan (critical success factors)  sebagai berikut : 

1. Perangkat peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan  

akomodatif; 

2. Sistem distribusi nasional yang efektif dan efisien; 

3. Pengamanan produk dan komoditi strategis di pasar global; 
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4. Peningkatan akses, penetrasi dan promosi pasar untuk barang   

Indonesia di pasar global; 

5. Optimalisasi keberadaan kantor perwakilan di luar negeri; 

6. Optimalisasi hasil-hasil litbang perdagangan sesuai dengan kebutuhan 

pasar; 

7. Kemampuan memanfaatkan sistem/teknologi informasi; 

8. Tertanya jejaring kerja antara pemerintah dengan dunia usaha; 

9. Optimalisasi pola pembinaan, pengembangan karier dan pengawasan 

akan meningkatkan pelayanan publik yang lebih prima. 

 

 27



BAB  IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

Globalisasi ekonomi yang semakin didorong oleh pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi  

telekomunikasi dan informatika serta transportasi mengakibatkan semakin 

derasnya arus informasi, mobilitas manusia, barang dan jasa yang dapat 

berdampak pada  ketahanan nasional. Globalisasi menimbulkan peluang 

semakin terbukanya pasar internasional bagi produksi barang dan jasa dalam 

negeri, termasuk perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. 

Globalisasi telah semakin membuka peluang bagi Indonesia untuk 

memperkenalkan kemajuan menghasilkan barang dan jasa, menyerap 

informasi, ilmu pengetahuan dan tehnologi  serta  pengembangan budaya 

bangsa. Globalisasi  mengakibatkan semakin kuatnya persaingan di pasar 

internasional, internasionalisasi sistem politik, nilai-nilai demokrasi dan hak 

azazi manusia, meningkatnya kecenderungan proteksionisme dan diskriminasi 

pasar melalui pengelompokkan regional dan internasional. 

 

A. TUJUAN 

Membangun perdagangan yang mampu menjawab tantangan 

globalisasi ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan 

lingkungan serta persaingan global yang cepat merupakan suatu perspektif 

baru bagi semua negara. Dengan demikian fokus dari strategi pembangunan 

perdagangan di masa depan adalah membangun daya saing yang 

berkelanjutan di pasar global. 

Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan perlu dilakukan 

optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki bangsa 

serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di luar 
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maupun di dalam negeri. Karena esensi daya saing yang berkelanjutan 

tersebut terletak pada bagaimana menggerakkan dan mengorganisasikan 

seluruh potensi sumber daya produktif dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

dan permintaan pasar. Untuk ini perlu diwujudkan terlebih dahulu sistem 

perdagangan nasional yang efektif dan efisien  yang akan meningkatkan dan 

memanfaatkan peluang dan memperluas pasar melalui mekanisme pasar 

yang terkelola serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Sistem 

perdagangan nasional memerlukan dukungan sub sistem distribusi nasional 

yang efisien dan memberi akses yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.  

Struktur sistem distribusi nasional memerlukan dukungan sistem infrastruktur 

nasional dari hulu sampai ke hilir secara terpadu yang dapat menggerakkan 

dinamika produksi dan perdagangan, meningkatkan mobilitas manusia, 

barang dan jasa yang  berdampak positip  bagi pembangunan daerah. 

Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Menekan ekonomi biaya tinggi dengan deregulasi, debirokratisasi, dan 

transparansi, pelayanan publik yang prima dan meningkatkan sarana dan 

parasarana perdagangan; 

2. Meningkatkan ekspor non-migas dan mewuujudkan Indonesia menjadi 

negara pemasok produk berkualitas dan bernilai tambah tinggi; 

3. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas sektor perdagangan serta 

mengamankan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan strategis; 

4. Menciptakan  persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen, 

dan mengembangkan kemitraan usaha antara usaha kecil dengan usaha  

menengah dan usaha  besar; 

5. Mewujudkan pengelolaan resiko harga, pembentukan harga yang 

transparan dan menyediakan sarana alternatif pembiayaan bagi dunia 

usaha. 
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B. SASARAN  

Selama periode tahun 2004–2009, sasaran pembangunan 

perdagangan yang ingin dicapai meliputi:  

1. Meningkatnya pelayanan prima kepada dunia usaha melalui 

penyederhanaan prosedur, transparansi kebijakan dan penerapan 

teknologi informasi serta meningkatnya peran lembaga, sarana dan 

instrumen perdagangan; 

2. Meningkatnya daya saing berkelanjutan di pasar global melalui akses 

dan penetrasi pasar; kemitraan strategi global yang melibatkan 

perusahaan-perusahaan nasional; penciptaan merek dagang yang dapat 

menerobos pasar global; 

3. Terwujudnya diversifikasi  negara tujuan ekspor non migas dan jumlah 

komoditi/produk yang diekspor serta peningkatan kualitas dan kuantitas 

pelaku ekspor  yang didukung oleh jaringan pemasaran global dan 

melibatkan peusahaan-perusahaan nasional; 

4. Meningkatnya kemampuan market intelligence dan negosiasi serta 

meningkatnya kualitas pelayanan dan kuantitas lembaga promosi di luar 

negeri;  

5. Meningkatnya kemampuan early warning system, pengamanan 

perdagangan luar negeri (trade defense dan trade diplomacy); 

6. Terwujudnya sistem distribusi nasional yang erfektif dan efisien melalui 

pembangunan sarana dan prasarana perdagangan; 

7. Terwujudnya keamanan pasar dalam negeri yang menyangkut 

keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan serta kepentingan 

industri dalam negeri, meningkatnya tertib ukur dan terwujudnya 

pemberdayaan konsumen serta pemberdayaan produksi dalam negeri; 
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8. Termanfaatkannya secara optimal kegiatan pengelolaan resiko harga, 

pembentukan harga dan alternatif pembiayaan dalam rangka mendukung 

kegiatan dunia usaha. 

Secara kuantitatif sasaran pembangunan perdagangan selama kurun 

waktu 2005 s/d 2009 dapat dilihat pada tabel  berikut ini: 

 

Tabel  :  Sasaran  Kuantitatif Pembangunan 
      Sektor Perdagangan 2005-2009 

 

No. Sektor Perdagangan 
Target 

2005-2009 

1 Peranan sektor perdagangan terhadap 

PDB (%) 

15 

2. Pertumbuhan sektor perdagangan (%)* 7,5  –   8,9 

3. Pertumbuhan ekspor (%) 5,7  – 10,1 

4. Pertumbuhan ekspor non migas (%) 5,5  –   8,7 

5. Pertumbuhan impor (%) 8,6  – 11,0 

6. Pertumbuhan impor non migas (%) 8,2  – 11,9 

7. Inflasi Umum (%) 7    –  3 

             *) Termasuk Hotel dan Restauran  
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BAB  V 

STRATEJI  OPERASIONAL   

 

 Setelah menganalisis perkembangan lingkungan stratejik dengan 

memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dengan 

menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan,  tujuan dan sasaran sebagai 

penjabaran misi dan visi, kemudian  ditentukan strategi operasional sebagai 

cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan merencanakan kebijakan dan  

program yang akan dipergunakan  sebagai acuan  rencana kinerja.  

Kebijakan Dan Program  

Pembangunan perdagangan mengacu kepada amanat pembangunan 

bangsa yang termuat dalam konstitusi, dengan menganut azas-azas yang 

diletakkan untuk menjamin terpenuhinya aspirasi kemajuan ekonomi, budaya, 

teknologi dan keamanan, demi keberlanjutan eksistensi bangsa, dan kemajuan 

kesejahteraan rakyat, dan generasi bangsa dimasa depan. Berdasarkan amanat 

konsitusi tersebut, pembangunan sektor perdagangan harus mampu ikut 

menyumbang tercapainya berbagai keinginan dalam aspek-aspek sebagai 

berikut :  

1. Secara ekonomis, pembangunan sektor perdagangan nasional harus 

mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan 

materiil bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta pemantapan 

otonomi daerah,. 

2. Secara kultural, pembangunan sektor perdagangan harus mampu ikut 

membangun karakter budaya bangsa yang kondusif dalam rangka 

terwujudnya masyarakat modern yang tetap berpegang  kepada nilai-nilai 

luhur bangsa dan iman-taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
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3. Secara teknologis, pembangunan sektor perdagangan harus mampu 

menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi bangsa dibidang teknologi 

dan manajemen, sebagai ujung tombak  pembentukan daya saing nasional 

menghadapi era globalisasi/ liberalisasi ekonomi dunia. 

Keseluruhan aspek tersebut akan menunjang terciptanya reputasi dan 

wibawa politik bangsa dan negara dalam percaturan politik dan pergaulan antar 

bangsa di dunia. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, pembangunan sektor 

perdagangan diarahkan untuk mengacu kepada azas-azas pembangunan 

sebagai berikut : 

1. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya nasional yang terdapat didalam 

negeri; 

2. Keadilan dalam pemberian peran, perlakuan dan kesempatan usaha serta 

dalam memetik hasil usaha; 

3. Keberhasilan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup;  

4. Kemandirian dalam arti memperkecil ketergantungan strategis terhadap 

kekuatan luar; 

5. Pengutamaan peran prakarsa dan partisipasi masyarakat luas, agar 

menunjang terwujudnya kegiatan ekonomi yang lebih berorientasi kepada 

kepentingan rakyat banyak;  

6. Kekeluargaan dan sinergi antar potensi nasional menghadapi persaingan 

global;  

7. Pengutamaan kepentingan dan kemanfaatan nasional diatas kepentingan 

sektoral dan kedaerahan; 

8. Kemitraan ekonomi global yang saling menguntungkan, tanpa 

mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional; 

9. Azas efisiensi dan produktivitas, atau penghematan sumber daya untuk 

mencapai manfaat pembangunan yang sebesar-besarnya; 
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10. Azas profesionalisme dan kompetisi; 

11. Azas pembaharuan dalam paradigma pembangunan, sikap mental dan 

sistem manajemen. 

Dalam upaya menumbuh-kembangkan dan mengantisipasi berbagai 

kendala yang sedang dan akan dihadapi dalam era perdagangan bebas ini, 

maka strategi pembangunan sektor perdagangan dalam jangka pendek 

dan menengah adalah meningkatkan kinerja ekspor non migas, dengan 

menurunkan ekonomi biaya tinggi, memperlanar arus barang dan jasa dengan 

meningkatkan efisiensi distribusi, meningkatkan daya saing komoditi ekspor, 

memberikan dukungan bagi pengembangan sektor lainnya seperti sektor 

pertanian, kelautan, kehutanan, pertambangan dan industri. Strateji tersebut 

diarahkan pula untuk pengembangan produk yang memiliki keunggulan 

kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif, meningkatkan produktivitas dan 

penguasaan teknologi, meningkatkan sumberdaya manusia yang berwawasan 

global, mengembangkan kualitas produk sesuai standar internasional dan 

mengembangkan disain Indonesian Brand Image. Strateji ini dalam jangka 
pendek dijabarkan ke dalam beberapa kebijakan yaitu : 

Pertama, menurunkan ekonomi biaya tinggi. Upaya yang dapat 

dilakukan antara lain adalah mengurangi/menyedehanakan dokumen 

administrasi di sektor perdagangan, meningkatkan transparansi, melakukan 

invetarisasi dan evaluasi seluruh perijinan di sektor perdagangan termasuk 

Peraturan Daerah (Perda) agar secara bertahap dapat disederhanakan 

sehingga dapat di peroleh lebih mudah, cepat, dengan biaya  wajar. 

Kedua, memperlancar arus barang dan jasa dengan meningkatkan 
efisiensi distribusi.  Upaya ini dilakukan antara lain dengan  menghilangkan 

hambatan-hambatan yang membebani distribusi termasuk Perda dan retribusi di 

daerah dan meningkatkan ketersediaan dan keandalan sarana transportasi dan 

distribusi. 
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Ketiga, meningkatkan daya saing komoditi ekspor. Upaya ini 

dilakukan antara lain melalui diversifikasi komoditi ke arah yang lebih 

mempunyai nilai tambah tinggi dan peningkatan produktivitas, serta 

mempertahankan dan meningkatkan ekspor ke pasar tradisional, dan 

meningkatkan penetrasi pasar ke negara-negara non tradisional; menggarap 

potensi pasar melalui pengiriman misi dagang dan promosi ekspor yang efektif. 

Dalam era otonomi daerah, promosi ekspor hendaknya tidak dilakukan secara 

sendiri-sendiri namun secara terpadu dan terkoordinir dalam rangka mencapai 

hasil yang optimal. Selain itu, upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan 

perdagangan lintas batas; meningkatkan akses pasar dengan memanfaatkan 

keberadaan berbagai ”Free Trade Agreements (FTAs)”; serta menyempurnakan 

fasilitas perdagangan melalui harmonisasi tarif bea masuk, mempercepat 

restitusi pajak dan penyederhanaan prosedur perijinan.  

Keempat, memberikan dukungan bagi pengembangan sektor 
prioritas. Untuk mendukung pengembangan prioritas dalam sektor pertanian, 

kehutanan, pertambangan dan industri, sektor perdagangan  akan memberikan 

dukungan dalam rangka pengembangan komoditi sektor-sektor tersebut baik 

untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. Khusus untuk sektor industri 

dukungan sektor perdagangan akan diberikan terutama pada pengembangan 

industri sebagai prioritas. Dukungan yang dapat diberikan meliputi 

mengamankan ketersediaan bahan baku, mendorong peningkatan nilai tambah 

produk dengan pemberian insentif, menyediakan informasi pasar, peningkatan 

ketrampilan SDM di bidang kemasan dan pemasaran, meningkatkan akses 

pasar di luar negeri, membangun merek nasional di pasar internasional, 

membangun jaringan pemasaran global, pengamanan pasar dalam negeri 

(penataan tarif, peningkatan produksi dan pengendalian impor), 

mengembangkan promosi dan pemasaran, meningkatkan kemitraan antara 

industri dengan petani, pedagang, pabrikan dan eksportir, peningkatan 

pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), membangun aliansi 

dengan perusahaan terkemuka dunia, memberantas penyelundupan dan illegal 
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trading, peningkatan sarana pergudangan dan membangun tumbuh 

berkembangnya waralaba lokal. 

Kebijakan pembangunan perdagangan dalam jangka menengah 

diprioritaskan untuk mengembangkan produk yang memiliki keunggulan 

kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif; meningkatkan produktivitas dan 

penguasaan teknologi; meningkatkan sumber daya manusia yang berwawasan 

global, meningkatkan kualitas sesuai standar internasional dan 

mengembangkan disain yang mengarah pada Indonesian brand image, serta 

mewujudkan Indonesia Incorporated. Dengan melakukan langkah-langkah 

tersebut di atas diharapkan dapat menciptakan iklim usaha  dan investasi yang 

kondusif sehingga dapat menarik bagi investor asing maupun investor dalam 

negeri  untuk menanamkan modalnya di Indonesia 

Dalam jangka panjang mewujudkan lingkungan kondusif di sektor 

perdagangan yang mampu memacu daya saing yang berkelanjutan, 

memperlancar arus barang, mendukung peningkatan penguasaan desain dan 

teknologi, penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.          

Dengan demikian sektor perdagangan dapat mendukung pertumbuhan 

produksi melalui peningkatan pemanfaatan bahan baku dan komponen lokal 

yang bersumber di dalam negeri dengan mengoptimalkan potensi pasar di 

dalam negeri; peningkatan nilai tambah produk di dalam negeri melalui teknologi 

proses dalam rangka menumbuhkan komoditi potensial yang berbasis pada 

potensi kekuatan dan modal dasar nasional yaitu sumber daya alam yang 

diperbarui (renewal resources) dan sumber daya manusia yang terampil dan 

profesional; dan lebih mempercepat pengembangan Usaha Kecil dan 

Menengah.  

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perdagangan  tersebut diatas, 

strateji pembangunan sektor perdagangan pada hakekatnya dilakukan dengan 

pendekatan  penciptaan sistem perdagangan secara terintegrasi dan efisien 
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melalui pengelolaan permintaan (management demand) pasar, baik pasar 

dalam negeri maupun luar negeri dengan memanfaatkan secara optimal 

pengelolaan sumber daya (management resources) yang dimiliki di dalam 

negeri. Hal ini perlu didukung dengan pengelolaan jaringan (management 

network) yang efisien dan efektif, pengembangan instrumen perdagangan yang 

menciptakan iklim usaha kondusif, pengembangan kelembagaan jasa di sektor 

perdagangan serta pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non fisik yang 

memadai.  

Dalam rangka mencapai sistem perdagangan yang terintegrasi dilakukan 

langkah-langkah kebijakan pengelolaan permintaan baik pasar luar negeri 

maupun dalam negeri secara pro-aktif, mengembangkan dan menciptakan 

pasar di dalam dan luar negeri untuk sektor-sektor prioritas (pertanian, industri, 

pertambangan, kelautan, jasa dan lain-lain), termasuk pengelolaan kebutuhan 

pokok masyarakat dan barang strategis, serta peningkatan peran usaha dagang 

kecil menengah dalam memenuhi tuntutan pasar; pengelolaan sumber daya 

dengan membangun  kompetensi inti untuk memiliki daya saing yang 

berkelanjutan, mengembangkan sektor-sektor prioritas dalam pengembangan 

rantai nilai untuk membentuk klaster-klaster sektor yang kuat, memperpanjang 

rantai nilai baik melalui peningkatan sisi pasok maupun penguasaan pasar, dan 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas rantai nilai; pengelolaan jaringan 

(network) dengan memperkuat keterkaitan yang terdapat dalam rantai nilai, 

membentuk jaringan perdagangan internasional yang mendukung peningkatan 

nilai tambah, mengembangkan sistem distribusi yang efisien dan efektif melalui 

pendekatan rantai pasokan (supply chain), membangun aliansi strategis antara 

perusahaan swasta nasional dengan MNC (Multi Nasional Corporation), serta 

mengembangkan sarana penunjang perdagangan dan jaringan informasi 

perdagangan; pengembangan instrumen perdagangan dengan 

mengembangkan lingkungan bisnis yang nyaman, meliputi infrastrukur 

pendidikan dan pelatihan, sarana dan kelembagaan perdagangan, perangkat 

hukum, harmonisasi tarif, pengawasan, standardisasi, cara transaksi, penelitian 

 37



dan pengembangan dan lain lain; penyediaan  infrastruktur fisik dengan 

membangun kawasan perdagangan, pasar dan pergudangan, transportasi, 

informasi dan komunikasi, serta pasar lelang dan resi gudang.  

Sementara itu, untuk infrastruktur non fisik adalah pengembangan infrastrukur 

pendidikan dan pelatihan; pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur;  

menyusun, memperbaiki, dan melengkapi peraturan perundangan-undangan 

tentang persaingan usaha, tertib ukur, tertib usaha, kemitraan, keseimbangan 

antara pedagang besar dengan pedagang skala kecil dan menengah.   

Kebijakan dalam strategi operasional  diarahkan  sebagai  berikut: 

1. Menata aturan yang jelas, pemangkasan birokrasi dalam prosedur perijinan 

dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata 

kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan kebijakan 

dilakukan dengan program deregulasi dan debirokratisasi melalui 

penyederhanaan prosedur ekspor dan impor.  

2. Menata aturan yang jelas peningkatan efisiensi waktu dan biaya 

administrasi.  Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan program 

peenniinnggkkaattaann  jjaarriinnggaann  iinnffoorrmmaassii  eekkssppoorr  ddaann  iimmppoorr  aaggaarr  mmaammppuu  mmeerreessppoonn  

kkeebbuuttuuhhaann  dduunniiaa  uussaahhaa  tteerruuttaammaa  eekkssppoorrttiirr  kkeecciill  ddaann  mmeenneennggaahh    

3. Pengembangan kapasitas lembaga publik dan aparat pelaksananya. 

Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan tiga program: transparansi dan 

kepemerintahan yang baik (good governance); peningkatan SDM, 

pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur; dan program peningkatan 

kemampuan manajemen litbang perdagangan. 

4. Memperkuat daya saing di pasar global. Pelaksanaan kebijakan dilakukan 

dengan delapan program: pengembangan komoditi/produk ekspor Indonesia 

yang berdaya saing di pasar global; perkuatan kelembagaan, sarana dan 

prasarana ekspor; pengembangan dan implementasi fasilitasi ekspor dan 

impor; pengembangan kebijakan perdagangan luar negeri yang menunjang 
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bisnis dan persaingan sehat; sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri 

antara pusat dan daerah; pengembangan Sistem Informasi Perdagangan; 

peningkatan kapasitas SDM, prasarana teknologi dan bahan-bahan; dan 

program peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir melalui 

pendekatan perusahaan (support at company level).  

5. Mempertahankan dan meningkatkan akses dan penetrasi pasar ke pasar 

tradisional mapun non-tradisional. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan 

lima  program: peningkatan peran  IInnddoonneessiiaa  ddaallaamm  kkeerrjjaassaammaa  ppeerrddaaggaannggaann  

mmuullttiillaatteerraall  ((WWTTOO)),,  rreeggiioonnaall  ((AASSEEAANN,,  AAPPEECC)),,  bbiillaatteerraall  ((ppeemmbbeennttuukkaann  

FFTTAA//EEPPAA))  ddaann  ppeerrddaaggaannggaann  lliinnttaass  bbaattaass;;    ppeenniinnggkkaattaann  LLiittbbaanngg  IIkklliimm  UUssaahhaa  

PPeerrddaaggaannggaann  DDaallaamm  PPeennggeemmbbaannggaann  EEkkssppoorr;;  ppeenniinnggkkaattaann  LLiittbbaanngg  

PPeerrddaaggaannggaann  LLuuaarr  NNeeggeerrii;;  PPeenniinnggkkaattaann  LLiittbbaanngg  KKeerrjjaassaammaa  PPeerrddaaggaannggaann  

IInntteerrnnaassiioonnaall;;  ddaann  pprrooggrraamm  ssoossiiaalliissaassii  hhaassiill--hhaassiill  kkeesseeppaakkaattaann  ppeerruunnddiinnggaann  

mmuullttiillaatteerraall  ((WWTTOO)),,  kkeerrjjaassaammaa  rreeggiioonnaall  ((AASSEEAANN,,  AAPPEECC,,  AASSEEMM))  ddaann  

kkeerrjjaassaammaa  iinnttrraa--aannttaarr  rreeggiioonnaall..  

6. Meningkatkan kemampuan kantor perwakilan perdagangan di luar negeri 

dan kualitas pelayanan serta pembukaan kantor baru dinegara/kawasan 

mitra dagang. Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui dua program yaitu   

ppeenniinnggkkaattaann  aakksseess,,  pprroommoossii  ddaann  ppeenneettrraassii  ppaassaarr    ddaann  pprrooggrraamm  ppeerrkkuuaattaann  

ssuummbbeerr  ddaayyaa  aappaarraattuurr  AAttaassee  PPeerrddaaggaannggaann  tteerrmmaassuukk  ppeennyyeeddiiaaaann  tteennaaggaa  

mmaaggaanngg..  

7. Meningkatkan kinerja diplomasi perdagangan internasional, baik untuk 

negara maju maupun negara berkembang. Pelaksanaan kebijakan dilakukan 

melalui program  mmoonniittoorriinngg  ddaann  eevvaalluuaassii  ppeellaakkssaannaaaann  kkeesseeppaakkaattaann  

kkeerrjjaassaammaa  mmuullttiillaatteerraall,,  rreeggiioonnaall  ddaann  bbiillaatteerraall..    

8. Memperkuat kelembagaan pengamanan perdagangan internasional 

(safeguard dan anti dumping) serta kelembagaan hamonisasi tarif. 

Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan dua program: faassiilliittaassii  

ppeennyyeelleessaaiiaann  sseennggkkeettaa  ppeerrddaaggaannggaann  ((tteerrmmaassuukk  aaddvvookkaassii  ddaann  bbaannttuuaann  
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tteekknniiss))  sseeppeerrttii  dduummppiinngg,,  ssuubbssiiddii  ddaann  ssaaffeegguuaarrdd  ddaann  pprrooggrraamm  ppeenniinnggkkaattaann  

eeffeekkttiivviittaass  kkoooorrddiinnaassii  ppeennaannggaannaann  bbeerrbbaaggaaii  iissuu--iissuu  ppeerrddaaggaannggaann  

iinntteerrnnaassiioonnaall  bbaaiikk  mmuullttiillaatteerraall,,  rreeggiioonnaall  ddaann  bbiillaatteerraall  mmaauuppuunn  ppeennddeekkaattaann  

kkoommooddiittii..  

9. Mengembangkan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-

sistem distribusi didaerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah 

terpencil) dan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan 

jaringan informasi produksi dan pasar serta perluasan pasar lelang lokal dan 

regional. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan tiga program: 

peerruummuussaann,,  aalltteerrnnaattiiff  ssoolluussii,,  ddaann  iimmpplleemmeennttaassii  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  

tteerrmmaassuukk  hhaarrmmoonniissaassii  ddaarrii  bbeerrbbaaggaaii  ppeerraannggkkaatt  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--

uunnddaannggaann  tteennttaanngg  ddiissttrriibbuussii  ddaann  ssaarraannaa  ppeennuunnjjaanngg  ppeerrddaaggaannggaann  bbaaiikk  ddii  

ttiinnggkkaatt  ppuussaatt  mmaauuppuunn  ddii  ttiinnggkkaatt  ddaaeerraahh;;  pprrooggrraamm  ppeenniinnggkkaattaann  ssaarraannaa  ddaann  

pprraassaarraannaa  ((iinnffrraassttrruukkttuurr))  ddaallaamm  rraannggkkaa  ppeenniinnggkkaattaann  eeffiissiieennssii  ppeerrddaaggaannggaann;;  

ddaann  pprrooggrraamm  ppeennggeemmbbaannggaann  ssaarraannaa  ddiissttrriibbuussii  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  kkaawwaassaann  

ppeerrbbaattaassaann,,  ddaaeerraahh  tteerrppeenncciill,,  ddaann  ppuullaauu  kkeecciill  tteerrlluuaarr..    

10. Harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

penyederhanaan prosedur, perinjinan yang menghambat kelancaran arus 

barang dan jasa serta pengembangan kegiatan jasa perdagangan. 

Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan  dua program  siinnkkrroonniissaassii  ddaann  

hhaarrmmoonniissaassii  ppeerraattuurraann  ppeerrddaaggaannggaann  ddaallaamm  nneeggeerrii  PPuussaatt  ddaann  DDaaeerraahh  ddaann  

pprrooggrraamm  ppeenniinnggkkaattaann  LLiittbbaanngg  PPeerrddaaggaannggaann  DDaallaamm  NNeeggeerrii..    

11. Memperkuat kelembagaan perlindungan konsumen, kemetrologian dan 

kelembagaan persaingan usaha dan kelembagaan perdagangan lainnya. 

Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan sebelas program, yaitu 

peemmbbeerrddaayyaaaann  kkoonnssuummeenn  ddaann  ppeenniinnggkkaattaann  kkaappaassiittaass  lleemmbbaaggaa  ppeerrlliinndduunnggaann  

kkoonnssuummeenn  tteerrmmaassuukk  kkaappaassiittaass  lleemmbbaaggaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ddaann  aaddvvookkaassii  

tteerrhhaaddaapp  kkeebbiijjaakkaann  ppeerrlliinndduunnggaann  kkoonnssuummeenn  gguunnaa  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeessaaddaarraann  

kkoonnssuummeenn  tteerrhhaaddaapp  ppeennttiinnggnnyyaa  ssttaannddaarr  bbaarraanngg  ddaann  jjaassaa,,  tteerruuttaammaa  ddii  bbiiddaanngg  
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oobbaatt  ddaann  mmaakkaannaann;;  pprroommoossii  ppeenngggguunnaaaann  pprroodduukkssii  ddaallaamm  nneeggeerrii;;  

ppeenniinnggkkaattaann  eeffeekkttiivviittaass  ddaann  kkeetteerrsseeddiiaaaann  jjaarriinnggaann  iinnffoorrmmaassii  ppeerrddaaggaannggaann  

bbaaiikk  ddii  ttiinnggkkaatt  ppuussaatt  mmaauuppuunn  ddii  ddaaeerraahh;;    ppeenniinnggkkaattaann  ppeenneerraappaann  ppeerraattuurraann  

kkeebbiijjaakkaann  ppeerrssaaiinnggaann  uussaahhaa;;  ppeenniinnggkkaattaann  kkuuaalliittaass  ppeennaannggaannaann  ppeerrkkaarraa  ddaann  

rreekkoommeennddaassii  kkeebbiijjaakkaann;;  ppeenniinnggkkaattaann  ppeennggaawwaassaann  ddaann  ppeemmbbiinnaaaann  uussaahhaa,,  

kkeelleemmbbaaggaaaann  ddaann  kkeemmiittrraaaann  ddii  bbiiddaanngg  ppeerrddaaggaannggaann;;  ppeennaattaaaann  ppoollaa  

kkeemmiittrraaaann  uussaahhaa  bbiiddaanngg  ppeerrddaaggaannggaann  tteerruuttaammaa  aannttaarraa  

HHyyppeerrmmaarrkkeett//SSuuppeerrmmaarrkkeett  ddeennggaann  UUssaahhaa  KKeecciill  ((ppeemmaassookk))  ddaallaamm  ssttrruukkttuurr  

ppeerrddaaggaannggaann  yyaanngg  hhaarrmmoonniiss;;    ppeemmbbeerrddaayyaaaann  uussaahhaa  ddaaggaanngg  kkeecciill  ddaann  

mmeenneennggaahh  mmeellaalluuii  ppeenniinnggkkaattaann  SSDDMM,,  aakksseess  ppaassaarr  ddaann  kkeemmiittrraaaann  uussaahhaa;;  

ppeennggeemmbbaannggaann  KKeewwiirraauussaahhaaaann  ddaann  KKeeuunngggguullaann  KKoommppeettiittiiff  ((KKUUKKMM))  ddaann  

pprrooggrraamm  ppeenniinnggkkaattaann  lliittbbaanngg  iikklliimm  uussaahhaa  ppeerrddaaggaannggaann  ddaallaamm  rraannggkkaa  

ppeennggaammaannaann  ppeerrddaaggaannggaann  ddaann  ppeerrlliinndduunnggaann  kkoonnssuummeenn 

12. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib ukur 

dan memperkuat sistem pengawasan barang dan jasa. Pelaksanaan 

kebijakan dilakukan melalui enam program: peerrkkuuaattaann  ssiisstteemm  ddaann  

ppeellaakkssaannaaaann  ppeennggaawwaassaann  bbaarraanngg  bbeerreeddaarr  tteerruuttaammaa  bbaarraanngg--bbaarraanngg  yyaanngg  

mmeennyyaannggkkuutt  aassppeekk  KKeesseellaammaattaann,,  KKeesseehhaattaann,,  KKeeaammaannaann  ddaann  LLiinnggkkuunnggaann  

((KK33LL))  ddaann  jjaassaa  yyaanngg  rraawwaann  ppeenniippuuaann;;  ppeennyyeemmppuurrnnaaaann  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaanngg--

uunnddaannggaann  ppeerrddaaggaannggaann  ddaallaamm  nneeggeerrii  yyaanngg  tteerrkkaaiitt  ddeennggaann  eekkssppoorr--iimmppoorr,,  

tteerrttiibb  uussaahhaa,,  tteerrttiibb  uukkuurr,,  ppeerrlliinndduunnggaann  kkoonnssuummeenn  ddaann  ppeennggaawwaassaann  bbaarraanngg  

bbeerreeddaarr  ddaann  jjaassaa;;  ssoossiiaalliissaassii  ddaann  bbiimmbbiinnggaann  tteekknniiss  ppeennggeelloollaaaann  ssttaannddaarr  ddaann  

llaabboorraattoorriiuumm  mmeettrroollooggii  lleeggaall  sseerrttaa  ppeellaakkssaannaaaann  ppeennggaawwaassaann  UUkkuurraann,,  

TTaakkaarraann,,  TTiimmbbaannggaann  ddaann  PPeerrlleennggkkaappaannnnyyaa  ((UUTTTTPP))  ddaann  BBaarraanngg  DDaallaamm  

KKeeaaddaaaann  TTeerrbbuunnggkkuuss  ((BBDDKKTT));;  ppeemmaannttaappaann  ssiisstteemm  mmeettrroollooggii  lleeggaall  IInnddoonneessiiaa;;  

ppeennyyuussuunnaann  ssttaannddaarr  kkuuaalliiffiikkaassii  pprrooffeessii  jjaassaa  ddii  bbiiddaanngg  ppeerrddaaggaannggaann  ;;  ddaann  

pprrooggrraamm  ppeenniinnggkkaattaann  ppeellaakkssaannaaaann  kkeebbiijjaakkaann  ppeennggaawwaassaann  mmuuttuu  bbaarraanngg  

iimmppoorr  SSNNII  wwaajjiibb..    
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13. Memperkuat kelembagaan bursa berjangka komoditi serta mengembangkan 

alternatif pembiayaan.  PPeellaakkssaannaaaann  kkeebbiijjaakkaann  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  dduuaa  

pprrooggrraamm;;  ppeenngguuaattaann  kkaappaassiittaass  kkeelleemmbbaaggaaaann  PPeerrddaaggaannggaann  BBeerrjjaannggkkaa  

KKoommooddiittii  ((PPBBKK))  tteerrmmaassuukk  mmeennyyiiaappkkaann  ppeennyyeemmppuurrnnaaaann  bbeerrbbaaggaaii  ppeerraannggkkaatt  

ppeerraattuurraann  kkeebbiijjaakkaann  ddaann  ooppeerraassiioonnaall  PPBBKK,,  ddaann  ppeenniinnggkkaattaann  ppeenneeggaakkaann  

hhuukkuumm  tteerrhhaaddaapp  sseettiiaapp  ppeellaannggggaarraann  ppeerraattuurraann  ddiibbiiddaanngg  ppeerrddaaggaannggaann  

bbeerrjjaannggkkaa  ddaann  pprrooggrraamm  ppeemmaannttaappaann  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  ppaassaarr  lleellaanngg  llookkaall  

ddaann  rreeggiioonnaall  sseerrttaa  ssaarraannaa  aalltteerrnnaattiiff  ppeemmbbiiaayyaaaann  mmeellaalluuii  SSiisstteemm  RReessii  GGuuddaanngg  

((SSRRGG)).. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Rencana Stratejik Departemen Perdagangan, 2004-2009 merupakan 

implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 

2004-2009), sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang 

akan dilakukan oleh instansi di lingkungan Departemen Perdagangan. Rencana 

Stratejik ini juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 

Rencana Stratejik Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan 

perdagangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 
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